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TENTANC

TIM KERJA PEI.IYUSUNAN DOKUMEN KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASi

PEMERINTAHAN DI LINGKUNCAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENCGAM TIMUR

TAHUN 2O2O

(}I'BER.I|UR f,U8A TEI|q}ARA TIIUR,
fcalnbug : a. bahwa dalam _rangka mewujudkan birokrasi yang

bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta
birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang
berkualitas, diperlukan dokumen Stairaar
Operasional prosedur Administrasi pemerintahan
(SOp Ap) pada s€luruh perangkat Daerah di
Lingkungan pemerintah provinsi Nusa Tenggara
Timur;

b, bahwa untuk kelancaran penrusunan dokumen
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk
Tim Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim kerja
Penyusunan_Dokumen Keputusan Gubernur tentang
Standar Operasional prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan pemerintah provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2O2O;

g6ngtngat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun l95g tentang
Pembentukkan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusi
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l95g
Nomor ll5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentaag
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7|
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20ls
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Taiun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 56791; Q/
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ilenctepkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2Ol2 tentang Standar Operasional prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 705);

MEMUTUSI(AN:

Tim Kerja Pen)rusunan Dokumen Keputusan Gubernur
tentang Standar Operaeional Prosedur Administraei
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2020.

Ttrgas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah melakukan pendampingan dalam
penrusunan dokumen Standar Operasional prosedur
Administrasi Pemerintahan dari masing-masing
Perangkat Daerah.

Sususnan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab
kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 202O.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1

Januari 2O2O sampai dengan 31 Desember 2O2O.
KTPNA}T

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 4PUiU 2O2O

r^'n' GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PEMBINA UTAMA
NIP, 19620524 198903 1014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupeng;
2. Wakil Gubcrnur Nuea Tcnggara Timur di Kupang;
3. Asigten Adminirtraci Umum Sckda kovinsi llusa ?engara Timur di Xupang.
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SUSUNAN TIM KERJA PET{YUSUNAN DOKUMEN KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2O2O

NO IVAMA/JABATIUI KTDT'DU
rAN

DAIAU
TIU

RINCIAN TUGAS

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa
Jenggalqr Timur.

Pengarah Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja.

2. Asisten Administrasi Umum
Sekda Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Penang-
gung

Jawab

a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Penyusunan Dokumen
Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) di lingkungan Ferangkat Daerah berdasarkan target
yang ditetapkan; dan

b. melakukan evaluasi atas kinetja Penyusunan Dokumen Peraturan Gubernur
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintalan {SOP Ap}.

3. Kepala Biro Organisasi Setda
Provinsi NTT.

Koordinator Memimpin, rnengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Tim Kerja dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar
Operasional Prosedur Admlnistrasi Pemerintahan (SOP AP).

4. Kepala Bagian Ketatalaksanaan
Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Ketua a. meldcukan lrcmantauan secara berkala atas pelaksanaan tuga3 dan fungsi
Tim Keda dalam p€n5rusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang
Standar Operasional Prosedur f,dminis6ssi Pemerintahan (SOP Ap)
berdasarkan target yaflg ditetapkan; dan

b. melakukan evaluasi atas kinerja pen5msunan Dokumen Keputusan
Guberntrr tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(soP APl.
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5. Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Nusa Tenggara fimur.

Wakil
Ketua

Melakukan harmonisasi, pcmantapan dan penetapan Keputusan Gubemur
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) agar
sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan.

6. Kepala Sub Bagian Tatalaksana
Pemerintahan pada Biro
Organisasi Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Sekretaris Membantu Ketua dalam me"'fasilitasi dan melakukan tugas-tugas
kesekretariatan dalarrr melaksanakan seluruh pros€s penJrusunan, pengkajian
dan verifrkasi Keputusan Gubernur tentarg Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP API pada Perangkat Daerah Provinsi NTT.

7. Kepala 3416 Bagran Rancangan
Peratufan Gubernur dan
Keputusan Gubernur pada Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Anggota a. melakukan harmonisasi dan pemantapan konsep Keputusan Gubernur
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Femerintahan (SOP AP)
agar sesuai dengan ket€ntuan p€raturan perundang-undangan;

b. melakukan koordinasi dengan Ferangkat Daerah untuk mengatasi kendala
dalam penyusunan SOP AP; dan

c. melaksanakan tugas-tugas yang drberikan oleh Ketua dan Sekretaris
berkaitan dengan proscs penyuaunan, pengkajian dan verifikasi Keputusan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(SOP Aq pada Perangkat Daerah Provinsi NTI.

8. Halimah Abdullah, SE,/Staf
pada Biro Organisasi Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Anggota
melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mengatasi kendala
dalam penyusunan SOP AP;

b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris
berkaitan dengan proses pe.n5 raunan, pengkajian dan verifrkasi Keputusan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(SOP Aq pada Perangkat Daerah Provinsi NTT; dan
menginformasikan kepada Ferangkat Daerah tentang tindak lanjut
penyusunan, pengkajian dan verifikasi Keputusan Gubernur tentang Stendar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).

9. Ana Paula Mendonca/ Staf pada
Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Anggota
SDA
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10. Clara A. W. Sari. S. Meko, SH/
Staf pada Biro Hukum Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota a. melakukan harmonisasi dan pemantapan konst@
tentang Standar Operasional Prosedur Adninistrasi Pemerintahan (SOp Ap)
agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. rnelaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris
berkaitan dengan proscs penyusunan, peqgka.iian dan verilikasi Keputusal
Gubernur tentang Standat Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan
(SOP Ag pada Perangkat Daerah provinsi lfl'I; dan
menginformasikan kepada Perangkat Daerah tentang tindak lanjut
pen]rusunan, pengkajian dan verifikasi Keputusan Gubernur tentang Standar
Operasiorral Prosedur Administrasi Pemerintahan tsop Apt.

11. Herman, SH /Staf pada Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa
Jenggara Timur

Anggota
SDA

nla.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014


